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Berdasarkan paradigma Pancasila, pengembangan ranah institusi sosial-politik (tata 
kelola negara) diarahkan untuk menjadi bangsa yang berdaulat dengan nilai 
utamanya berlandaskan sila keempat. Bahwa tatanan sosial-politik hendak dibangun 
melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan 
cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi 
yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara 
kesejahteraan); yang termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara yang 
melindungi segenep bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia berdasarkan kemedekaan, perdamaian dan keadilan. 

Agen (pemangku) utama  pembangunan tata kelola negara ini adalah rejim politik-
kebijakan dengan misi utamanya menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan 
dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial. Untuk itu, 
berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus ditinjau ulang. Praktik 
politik tidak dibiarkan sekadar perjuangan kuasa demi kuasa, namun harus 
mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang 
efektif dan andal demi memenuhi visi dan misi negara. Kebijakan politik harus 
merespon tantangan perbaikan tata kelola budaya (mental-spiritual), tata kelola 
sumberdaya material dan teknologi, serta tata kelola demokrasi dan pemerintahan. 

Arah pembangunan tata kelola negara harus mampu merespons empat sasaran utama 
pembangunan institusi sosial-politik. 

Pertama, pemberdayaan rakyat melalui pengembangan partisipasi segenap elemen 
bangsa dalam berbagai bidang pembangunan. Usaha ini dimulai dari pengembangan 
partisipasi rakyat dalam politik melalui perbaikan lembaga perwakilan dengan 
memperhatikan aspek keterwakilan (bukan hanya keterpilihan) keragaman kekuatan 
rakyat serta peningkatan kapasitas wakil rakyat.   

Kedua, pertanggungjawaban sistemik melalui pengembangan pemerintahan yang 
efektif, tepat-guna,  efisien, responsif dan berintegritas.  

Ketiga, penyempurnaan rejim kesejahteraan umum melalui penyediaan kerangka 
regulasi, kebijakan dasar dan perencanaan pembangunan yang terencana, sistematis 
dan terpadu, sebagai pedoman direktif. 

Keempat,  revitalisasi dan penegakan “nomokrasi” (rule of law) yang memberi jaminan 
kepastian hukum dalam kerangka pembangunan. 

Agenda FGD pertama dalam ranah tata kelola negara membahas topik di seputar isu 
yang pertama; yakni soal bagaimana mengupayakan pemberdayaan rakyat melalui 
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pengembangan partisipasi segenap elemen bangsa dalam berbagai bidang 
pembangunan; dengan bertitik tolak dari  pemberdayaan partisipasi rakyat dalam 
politik melalui perbaikan lembaga perwakilan dengan memperhatikan aspek 
keterwakilan (bukan hanya keterpilihan) keragaman kekuatan rakyat serta 
peningkatan kapasitas wakil rakyat.   

 

FGD Kedua Tata Kelola 

FGD kedua dalam ranah tata kelola negara akan mendikusikan topik di seputar isu 
pertama, yakni pemberdayaan partisipasi rakyat dalam politik melalui pemilihan 
umum (Pemilu) yang bermutu. 

Pemilu merupakan input penting dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Bila 
inputnya buruk, maka luaran demokrasi juga tak akan bermutu (garbage in, garbage 
out). Untuk menghadirkan Pemilu yang berkualitas, yang perlu diperhatikan bukan 
saja pemenuhan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi, melainkan juga kecocokan 
model pemilu dengan kondisi sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat. 

Dalam pemahaman yang lazim berkembang, istilah demokrasi, secara etimologis, 
berasal  dari bahasa Yunani, yaitu ‘demos’ yang berarti rakyat dan kratos/cratein yang 
berarti pemerintahan. Sejalan dengan itu, Abraham Lincoln secara sederhana 
mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 
rakyat” (government of the people, by the people, and for the people).  

Dalam perkembangannya, apa yang dimaksud dengan ‘pemerintahan rakyat’ 
(demokrasi) itu ditafsirkan secara berbeda oleh orang-orang yang berbeda di tempat 
dan waktu yang berbeda. Akibatnya, muncul berbagai bentuk demokrasi, seperti 
demokrasi liberal, demokrasi sosial, demokrasi Pancasila dan lain sebagainya. Dalam 
pandangan Michael Saward (2003: 114), demokrasi mengambil bentuk dan pengertian 
yang berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktunya. Penting disadari bahwa 
“demokrasi harus diadaptasikan ke dalam kenyataan sosial yang ada agar mengakar 
dalam masyarakat.” 

Dalam memperhatikan demokrasi, menurut Charles Tilly (2007, 7-8), para pakar 
setidaknya membagi pengertian demokrasi ke dalam empat kategori pendekatan: 
konstitusional, substantif, prosedural, dan berorientasi proses. 

Pendekatan konstitusional menekankan pada bagaimana konstitusi dibentuk, 
diberlakukan, dan diamalkan oleh suatu pemerintahan sehubungan dengan aktifitas 
politik. Melalui pendekatan ini dapat ditunjukkan beragam perbedaan dalam 
konstitusi yang disusun dalam beraneka sistem pemerintahan dari monarki, oligarki, 
republik, maupun bentuk-bentuk pemerintahan lainnya. Berkaitan dengan 
pendekatan ini, dapat pula dibedakan antara monarki konstitusional, sistem 
presidensial, dan sistem parlemener. Tidak terkecuali juga pengaturan pemerintahan 
berdasarkan sistem negara kesatuan maupun federal.  

Pendekatan substantif memberikan perhatian lebih pada bagaimana suatu 
pemerintah memajukan kondisi kehidupan dan kehidupan politik. Tingkat 
kedemokratisan dilihat dari sejauh mana pemerintah mengedepankan kesejahteraan 
rakyatnya disamping melindungi kebebasan manusia, keamanan, kesetaraan, 
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keadilan sosial, musyawarah publik, dan penuntasan konflik secara damai. 
Pendekatan ini menilai apakah pemerintah yang memajukan semua hal tersebut 
dapat dikatakan berdemokrasi sekalipun konstitusinya tidak dapat dikatakan 
demokratis. Pendekatan substantif juga membahas apakah negara dimana rakyatnya 
setara dalam kemiskinan dapat dikatakan lebih demokratis dibandingkan negara 
yang lebih makmur walaupun hidup dalam kesenjangan sosial yang tajam.  

Pendekatan prosedural hanya berkisar pada pembahasan bagaimana secara 
sederhana, dan tentunya prosedural, suatu pemerintahan digolongkan sebagai suatu 
demokrasi. Lazimnya, pendekatan ini memberikan perhatian khusus dan terbatas 
pada pelaksanaan pemilihan umum yang jujur, adil, dan langsung. Kualitas 
demokrasi suatu negeri ditentukan oleh bagaimana pemilu diselenggarakan.  

Pendekatan berorientasi proses menggariskan lima kriteria minimum agar suatu 
proses pemerintahan bisa dianggap demokratis. Menurut Robert A. Dahl (1998: 37-
38), sedikitnya ada lima kriteria bagi proses pemerintahan yang demokratis: (1) 
partisipasi efektif, (2) kesetaraan memberikan suara, (3) pemahaman tercerahkan, 
(4) pengendalian agenda, dan (5) keterlibatan warganegara dewasa.  

Pada dasarnya, keempat pendekatan tersebut tidaklah saling bertentangan, 
melainkan saling melengkapi. Oleh karena itu, pemahaman demokrasi semestinya 
tidak menggunakan satu pendekatan saja melainkan perlu memberikan kepedulian 
mendalam terhadap interaksi keempat pendekatan di atas.  

Selain itu, perlu juga dipahami bahwa Demokrasi mengambil bentuk dan pengertian 
yang berbeda-beda sesuai dengan ruang dan waktunya. Disinilah menjadi penting 
bahwa : “democracy must be adapted to context in order to take root in that context.   

Prinsip-prinsip Demokrasi 

Sungguh pun demokrasi memperlihatkan pendekan dan model yang berbeda, suatu 
pemerintahan bisa dikatakan demokratis kalau memenuhi prinsip-prinsip utamanya. 
Prinsip-prinsip tersebut meliputi pemuliaan terhadap ‘kebebasan’ (liberty), 
kesetaraan (equality) dan solidaritas sosial (fraternity) melalui: 

1. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; 
2. Kekuasaan mayoritas; 
3. Perlindungan hak-hak minoritas; 
4. Jaminan hak asasi manusia; 
5. Pemilihan yang bebas dan jujur; 
6. Persamaan di depan hukum; 
7. Proses hukum yang wajar; 
8. Pembatasan pemerintah secara konstitusional 
9. Kemajemukan sosial, ekonomi dan politik 
10. Nilai-nilai toletansi, kerja sama, dan mufakat. 

Kriteria bagi Proses Pemerintahan yang Demokratis 

Untuk mencapai harapan-harapan tersebut, suatu demokrasi memerlukan suatu 
proses yang memenuhi standard kriteria agar pemerintahan dapat melibatkan 
partisipasi seluruh warga secara setara. Seperti telah disebutkan, Dahl menggariskan 
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lima kriteria minimum agar suatu negara bisa dianggap demokratis. Kelima kriteria 
berbentuk proses itu meliputi:  

1. Partisipasi efektif (effective participation). Setiap warga harus memiliki 
kesempatan yang setara dan efektif untuk membuat pandangan-
pandangannya diketahui oleh warga yang lain. 

2. Kesetaraan memilih (voting equality). Setiap warga harus memiliki kesempatan 
yang setara dan efektif untuk memilih dan seluruh pilihan harus dihitung 
secara setara. 

3. Pemahaman tercerahkan (enlightened understanding). Setiap warga harus 
memiliki kesempatan yang setara dan efektif untuk mempelajari alternatif 
kebijakan yang relevan serta kemungkinan akibat-akibatnya. 

4. Pengendalian agenda (control of the agenda). Setiap warga harus memiliki 
kesempatan untuk menentukan bagaimana dan apa saja yang harus 
ditempatkan dalam agenda kebijakan. 

5. Pelibatan setiap orang dewasa (inclusion of adults). Setiap warga yang sudah 
dewasa harus diberi hak secara penuh untuk keempat kriteria di atas. 

Dalam awal pertumbuhan demokrasi di negara-kota Athena, dengan warga kota 
yang masih kecil jumlahnya, pemenuhan kesempatan yang setara dan efektif dalam 
proses pemerintahan ini dilakukan melalui suatu majelis (assembly) yang dihadiri oleh 
setiap warga yang berhak memilih, untuk dapat menyatakan pilihannya secara 
langsung. Metoda yang digunakan untuk memilih warga yang akan memangku 
jabatan publik dilakukan dengan cara loterei. Dengan methode acak melalui loterei 
ini, setiap warga dianggap memiliki kemampuan yang sama dan memiliki kesetaraan 
dalam kesempatan. 

Pada perkembangan selanjutnya, dalam suatu negara dengan penduduk yang banyak 
serta wilayah yang luas, tidak setiap warga mampu menjalankan secara langsung 
kesempatan yang setara dan efektif dalam proses pemerintahan itu. Sebagian besar 
warga mewakilkan pandangan,  pilihan dan keputusannya kepada warga lain yang 
terpilih. Situasi inilah yang melahirkan apa yang disebut demokrasi perwakilan 
(representative democracy). 

 

Prasyarat Institusi Demokrasi 

Agar pelaksaan demokrasi perwakilan itu bisa berjalan efektif dengan memenuhi 
prinsip-prinsip demokrasi, institusi-institusi demokrasi harus memenuhi beberapa 
prasyarat. Menurut Robert A. Dahl (1998: 85-86)), ada enam prasyarat minimum: 

1. Pejabat terpilih (elected officials). Kendali atas keputusan pemerintah mengenai 
kebijakan secara konstitusional dijalankan oleh para pejabat yang dipilih oleh 
warga negara melalui pemilihan umum. 

2. Pemilihan umum secara bebas, adil dan berkala (free, fair and frequent elections). 
Pejabat dipilih melalui pemilihan yang bebas, adil dan sering (berkala) tanpa 
kekerasan dan paksaan.  

3. Kebebasan berpendapat (freedom of expression). Warga Negara bisa menyatakan 
pendapat dan aspirasinya secara bebas tanpa ketakutan dan ancaman 
hukuman. 
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4. Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif (alternative sources of 
information). Warga Negara berhak untuk mencari sumber-sumber informasi 
alternatif di luar sumber-sumber informasi yang dikontrol oleh Negara. 

5. Kemerdekaan berserikat (associational autonomy). Setiap warga berhak untuk 
membentuk perserikatan (asosiasi) atau organisasi secara independen, 
termasuk membentuk partai politik dan kelompok kepentingan. 

6. Kewarganegaraan yang tanpa diskriminasi (inclusive citizenship). Setiap warga 
dewasa tanpa pandang bulu, apa pun  latar belakang etnis, agama dan kelas 
sosialnya, harus diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk 
mengembangkan kelima institusi-institusi demokratis yang telah disebutkan.  
 

Pemilihan Umum 

Dari beberapa prasyarat minimum demokrasi tersebut, pemilihan umum untuk 
memilih pejabat puncak pemerintahan (anggota legistlatif dan pucuk pimpinan 
eksekutif) pada setiap jenjang pemerintahan merupakan dasar utama dari sistem 
demokrasi perwakilan.  

Mengapa Demokrasi Mensyaratkan Pemilu? 

Dalam demokrasi, pejabat puncak pemerintahan harus dipilih, bukan ditunjuk, 
karena setiap warga pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi 
dalam politik. Namun demikian, dalam suatu negara demokrasi modern yang 
berskala luas tidak mungkin semua warga bisa terlibat langsung dalam mengambil 
dan menjalankan keputusan politik serta mengontrol agenda-agenda keputusan 
pemerintah. Dalam situasi demikian, efektivitas partisipasi warga dalam politik 
diwakilkan kepada para pejabat Negara.  

Namun demikian, harus ada jaminan bahwa para pejabat yang mewakili rakyat itu 
dapat menjanlankan amanah rakyat secara bertanggung jawab. Harapan seperti itu 
sulit dipenuhi sekiranya para pejabat itu bisa menyusun agenda dan mengambil 
kebijakan secara independen, terlepas dari kemauan rakyat. Agar pejabat itu terikat 
pada amanah rakyat, maka pejabat itu harus dipilih oleh rakyat. Dengan dipilih oleh 
rakyat mereka diharapkan akan menjalankan kekuasaannya secara bertanggung 
jawab, dan tersedia sarana untuk menghukumnya jika mengabaikan amanat rakyat, 
yakni dengan tidak memilihnya kembali pada Pemilu berikutnya.   

Mengapa Pemilu harus Bebas, Adil dan Berkala? 

Karena demokrasi menjunjung tinggi prinsip kesetaraan politik (political equality), 
maka setiap warga Negara mesti memiliki kesempatan yang setara dan efektif untuk 
memilih, dan setiap pilihan harus dihitung secara setara pula.  

Jika kesetaraan dalam memilih hendak dilaksanakan, maka dengan sendirinya 
Pemilu harus dilaksanakan secara bebas dan adil (fair). Bebas dalam arti bahwa setiap 
warga dapat pergi ke tempat pemilihan tanpa ketakutan dan balas dendam; dan adil 
(fair) dalam arti bahwa setiap pilihan harus dihitung secara setara.  

Tentang bagaimana cara melaksanakan Pemilu yang bebas dan adil, sejak abad ke-19 
pemilihan secara rahasia mulai menggantikan cara memilih dengan mengangkat 
tangan secara terbuka. Pelanggaran atas kerahasiaan ini, yang ditandai oleh tindakan 
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pemaksaan, kekerasan dan kecurangan dapat dinilai sebagai pelanggaran atas prinsip 
Pemilu yang bebas dan adil. 

Selain bebas dan adil, Pemilu juga harus dilaksanakan secara berkala, tidak boleh 
dilaksanakan semaunya apalagi dalam jangka waktu yang kelewat lama, sebab akan 
memberi ruang pada penyalahgunaan kekuasaan. Untuk menjamin agar warga 
Negara bisa mengontrol agenda-agenda pemerintahan, maka Pemilu itu harus 
dilaksanakan secara sering dan berkala.  

Seberapa sering Pemilu itu harus dilaksanakan? Tidak ada interval waktu yang pasti, 
sangat tergantung pada tradisi politik dan jenis jabatan. Namun demikian, 
berdasarkan pengalaman praktik negara-negara demokrasi kontemporer, secara 
kasar dapat disimpulkan bahwa sekali setahun untuk memilih anggota legislatif akan 
terlalu sering, sedangkan lebih dari lima tahun akan terlalu lama.   

Sistem Pemilu apa yang Menjamin Keadilan? 

Persoalan berikutnya, system Pemilu seperti apa yang terbaik dalam rangka 
memenuhi standard keadilan (fairness). Tentang hal ini terdapat kesepahaman, sekali 
lagi tergantung pada kenyataan masyarakat serta tradisi politik masing-masing 
Negara. Namun demikian, dalam garis besarnya ada dua sistem pemilu. Pertama, apa 
yang disebut sistem ‘Single Member Constituency’ (satu daerah pemilihan memiliki 
satu wakil) atau disebut juga sebagai sistem pemilihan ‘First-Past-the-Post’ 
(Pemenang pertama yang lolos) atau yang sering dikenal dengan sebutan ‘Sistem 
Distrik’. Kedua, apa yang disebut dengan sistem ‘Multi Member Constituency’ (satu 
daerah pemilihan memiliki beberapa wakil), atau disebut juga dengan sistem 
‘Proportional Representation’ (Sistem Perwakilan Berimbang). 

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi 
umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu : 

1. Single Member Constituency (satu daerah pemilihan memiliki satu wakil; 
biasanya disebut Sistem Distrik). 

2. Multi Member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; 
biasanya dinamakan Proportional Representation atau Sistem Perwakilan 
Berimbang). 

Pemilu di Indonesia 

Sejak Pemilihan umum demokratis pertama di Indonesia pada 1955, Indonesia selalu 
menggunakan sistem proporsional. Pada Pemilu 2009, ada sedikit usaha untuk 
mengambil unsur positif dari sistem distrik melalui pengggunaan sistem 
proporsional dengan daftar terbuka. Pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk 
memilih Presiden, anggota legislatif tingkat pusat (DPR dan DPD), kepala daerah 
(gubernur, bupati/walikota) serta anggota legislatif tingkat propinsi dan 
kabupaten/kota. 

Sampai Pemilu 1999, pemilihan Presiden di Indonesia masih dilakukan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Namun, sejak Pemilu 2004, pemilihan Presiden mulai 
dilakukan secara langsung oleh rakyat. Seturut dengan itu, pemilihan kepada daerah  
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(gubernur, bupati/walikota) yang semula dilakukan oleh DPRD, sejak tahun 2005 
juga dilaksanakan lewat pemilihan langsung oleh rakyat yang memilik hak pilih di 
daerah masing-masing. 

Selain itu, badan legislatif Indonesia yang semula menganut sistem satu majelis (uni-
kameral), sejak Pemilu 2004 mulai menggunakan sistem dua majelis (bi-kameral). 
Majelis yang mewakili rakyat umum disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
sedangkan majelis yang mewakili aspirasi keaderahan disebut Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD). 

Setelah lima kali Pemilu diselenggarakan selama era reformasi, mutu Pemilu dan 
wakil rakyat yang dihasilkan masih jauh dari harapan. Beberapa persoalan bisa 
dikemukakan: 

Pertama, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang mahal, baik dari segi 
pembiayaan oleh negara, maupun oleh kontestan, yang bisa berdampak buruk bagi 
berbgai sektor pembangunan lainnya.  Salah satu syarat Pemilu adalah 
penyelenggaraanya secara berdaulat. Bilamana negara tak mampu membiayainya 
sendiri karena ongkosnya begitu mahal, maka kedaulatan negara bisa terancam.  

Kedua, penyelenggaraan Pemilu secara serentak tidak berdampak signifikan pada 
efisiensi dan efektivitas Pemilu, bahkan memakan ongkos yang lebih mahal, berupa 
korban nyawa para petugas. 

Ketiga, meskipun Pemilu bisa diselenggarakan serara berkala dan bebas, namun 
aspek fairness masih bermasalah. Meski, secara normatif, setiap warga berhak memilih 
dan dipilih, pada kenyataannya, pilihan rakyat bisa “diperjualbelikan” dan 
direkayasa di banyak tikungan. Selain itu, Pemilu dengan padat modal mengecilkan 
peluang bagi mereka yang tak berduit untuk bisa mencalonkan dan dipilih. 

Keempat, Pemilu tak mendukung pembangunan kepartaian dan ideologi kepartaian. 
Dengan biaya politik yang mahal, kepartaian lebih menekankan alokasi sumberdaya 
logistik, ketimbang sumberdaya otoritatif. Akibatnya, kader-kader ideoligis tidak 
memperoleh insentif, dan bisa tersingkir oleh pendatang baru yang populer dan 
berkantong tebal. Selain itu, dengan sistem proporsional terbuka, kontestasi 
sesungguhnya terjadi antar calon dari partai yang sama, akibatnya konsolidasi spirit 
kepartaian sulit ditumbuhkan.  

Kelima, sebagai konsekuensi dari kedua faktor tersebut, mutu perwakilan merosot. 
Elemen intelektual organik dari partai tidak memperlihatkan representasi yang cukup 
dalam lembaga perwakilan. Selain itu, keragaman golongan kurang terakomodasi 
karena dominasi kekuatan oligarki (penguasa-pengusaha). 

Keenam, meski secara normatif, Indonesia pasca reformasi menganut sistem 
perwakilan dua kamar, secara substantif tidak menjadi kenyataan. Sistem pencalanon 
anggota DPD tak menjamin keterwakilan aspirasi daerah. Selain itu, secara 
kelembagaan posisi DPD tak memiliki kekuatan efektif untuk menentukan produk-
produk legislasi. 
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Ketujuh, demokrasi yang sehat bisa tercipta manakala relasi kuasa (power) bisa 
bersifat timbal balik (bukan satu arah). Modal kuasa bisa berbekal “modal finansial” 
(class), “modal massa politik” (party), dan “modal budaya” (estate). Dengan hanya 
mengandalkan sumberdaya logistik, lembaga perwakilan kita saat ini lebih 
didominasi pemegang modal finansial dan politik. Adapun kekuatan modal budaya 
(cendekiawan, tokoh adat, rohaniawan, inteligensia militer) tersingkir. Padahal, 
produk-produk legislasi memerlukan modal penalaran yang kuat. 

Kedelapan, demokrasi yang sehat memerlukan keserasian antara integrasi nasional 
dan pengakuan akan keragaman karakteristik lokal, untuk itu perlu ada pembedaan 
antara pemilu yang bersifat nasional dengan pilkada yang bisa bersifat asimetris. 

Dengan mengemukakan berbagai persoalan tersebut, FGD Tata Kelola kali ini 
diharapkan bisa mencari terobosan pemikiran dan jalan keluar demi menghadirkan 
Pemilu yang berkualitas serta wakil rakyat yang kompeten dan representatif.  

 
Gagasan Pilkada Asimetris 

Pilkada asimetris merupakan sebuah sistem yang memberi kemungkinan adanya 
perbedaan pelaksanaan mekanisme pemilihan antar daerah dalam memilih kepala 
daerahnya. Model seperti ini sebenarnya sudah dilakukan, misalnya khusus untuk 
Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana menurut UU Nomor 13 Tahun 2012 yang 
memberikan kewenangan Kepala Daerah DIY tidak dipilih (election) tetapi di angkat 
(selection) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DIY. Pada sesi pembahasan 
gagasan pilkada asimetris memfokuskan pada pembahasan apakah pilkada asimetris 
memungkinkan secara konstitusional (UUD 1945) khususnya setelah adanya 
amandemen. Perdebatan tafsir atas Pasal 18 di mana pemilihan Gubernur, Wali Kota, 
dan Bupati dilakukan secara demokratis. Apakah tafsir demokratis secara khusus 
berarti pemilihan kepala daerah hanya bisa dilakukan melalui pemilihan umum 
ataukah ada kemungkinan melalui mekanisme lain? 

Kemudian, membahasa bagaimana mekanisme dan desain pemilihannya. Apakah 
setiap daerah dapat menafsirkan sendiri-sendiri ataukah perlu guidance berupa 
Undang-Undang yang memungkinkan setiap daerah bisa melakukan opsi dan pilihan 
terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerahnya masing-masing. Selain itu, 
apa kriteria yang dapat menjadi pembeda satu daerah dapat melakukan pemilihan 
secara langsung dan tidak langsung? Mengingat dalam khasanah teoretis maupun 
praktis, muncul perdebatan dan kontroversi akademik mengenai gagasan pilkada 
asimetris ini. Apa keuntungan dan kerugian dari pilkada asimetris dan pilkada 
langsung yang pernah dipraktikkan oleh Indonesia di era reformasi? 

Salah satu tujuan dari pilkada asimetris adalah untuk mengurangi biaya politik yang 
mahal dan efisiensi anggaran. Namun juga muncul kekhawatiran berbagai kalangan 
bahwa pilkada asimetris justru akan mengalihkan politik transaksional dan bukan 
menghilangkan politik traksaksional dan biaya politik yang tinggi. Bagaimana 
persoalan politik biaya tinggi ini dapat diantisipasi dalam desain pilkada asimetris 
juga menjadi pembahasan dalam seri ini.  
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Perdebatan kualitas kepemimpinan daerah hasil pemilihan langsung menjadi salah 
satu argumentasi bahwa dengan penyelenggaraan pilkada asimetris dimungkinan 
calon yang dipilih adalah calon-calon kepala daerah yang memiliki kualitas dan 
kecakapan secara politik, administratif dan pemerintahan. Bagaimana memberikan 
jaminan agar hasil pilkada asimetris adalah memilih pemimpin lokal yang memiliki 
kualitas dan kecakapan politik, administratif dan pemerintahan menjadi bahasan.  

Gagasan kepemimpinan daerah yang diputuskan dalam amandemen UUD 1945 salah 
satunya adalah adanya calon perseorangan (jalur independen). Bagaimana 
mekanisme pencalonan dari calon perseorangan ini apabila pilkada asimetris 
dilakukan? 

Salah satu upaya mengubah sistem pemilihan, misalnya dari pilkada langsung 
menjadi tidak langsung (asimetris) akan berdampak pada perubahan demokrasi dari 
demokrasi langsung di mana kedaulatan ada ditangan rakyat (pemilih) menjadi 
demokrasi perwakilan di mana kedaulatan ada ditangan segelintir orang (elite) 
sebagai selektor untuk menentukan kepada daerah. Apa konsekuensi perubahan ini 
bagi partisipasi publik di satu sisi dan kualitas demokrasi serta representasi politik di 
tingkat lokal? 

 
Lembaga Perwakilan Inklusif 
 
Dalam kaitan dengan demokrasi permusyawaratan, beberapa pokok pikiran bisa 
dikemukakan. Pertama-tama, prinsip demokrasi permusyawaratan dipandang 
sejalan dengan pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945, “negara yang 
berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”. 
Demokrasi Pancasila mengandung prinsip-prinsip fundamental yang tersusun dalam 
kerangka etis cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan.   
 
Cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik; dengan memberi 
jalan bagi peranan dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintahan negara. Cita 
permusyawaratan hendak menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi 
paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan 
dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya 
“kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Cita hikmat-kebijaksanaan 
merefleksikan orientasi etis, berlandaskan nilai ketuhanan, perikemanusiaan, 
persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Hal ini mengandung konsekuensi seperti 
yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta, bahwa  “Kerakyatan yang dianut oleh 
bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan.” Selanjutnya dikatakan, “Karena itu demokrasi Indonesia bukan 
demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara 
menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya”. 
 
Demokrasi permusyawaratan harus tercemin dalam kerangka representasi dan 
modus pengambilan keputusan yang bersifat inklusif. Dalam aspek representasi, 
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perwujudan terpenting dari institusi permusyawaran dalam demokrasi Pancasila 
adalah keberadaan Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR).  
 
MPR ditempatkan sebagai mandataris kedaulatan rakyat yang harus bisa 
mengakomodasi perwakilan dari semua kekuatan politik. Sebagai penjelmaan 
seluruh rakyat, Majelis itu harus dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat mewakili 
segala unsur kekuatan kebangsaan senafas dengan semangat kekeluargaan dalam 
demokrasi permusyawaratan. Mendelegasikan kedaulatan rakyat hanya pada 
perwakilan kepartaian melalui DPR berisiko menjadikan kedaulatan rakyat bisa di 
bawah kendali kepentingan perseorangan dan/atau golongan kuat (the ruling class). 
Negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan golongan harus memberi  
peluang aliansi kelas dan aneka golongan dalam lembaga perwakilannya. Oleh 
karena itu, dalam UUD 1945 asli, MPR ditetapkan terdiri dari anggota-anggota DPR 
ditambah dengan utusan daerah dan golongan. Dengan demikian, menurut 
Soepomo, “panitia berkeyakinan bahwa seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh 
daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
memegang kedaulatan negara.”  
 
Dengan demikian, MPR di Indonesia dapat dipandang sebagai lokus kedaulatan 
“tertinggi”.  Pengertian tertinggi di sini tidaklah berarti bahwa MPR bisa berbuat 
sewenang-wenang dan menentukan segala hal, karena kewenangannya terbatas 
seperti yang ditetapkan oleh UUD. Dikatakan tertinggi, karena MPR bertindak 
sebagai perwakilan tertinggi dari seluruh elemen kekuatan rakyat dan berfungsi 
sebagai lembaga konstituante (organ yang menetapkan konstitusi), dan oleh 
karenanya diaggap mengendalikan kekuasaan tertinggi untuk menetapkan dasar-
dasar negara, sistem pemerintahannya dan seluruh sistem hukum pada umumnya. 
Kedudukan MPR sebagai mandataris daulat rakyat juga merupakan konsekuensi dari 
sistem demokrasi perwakilan yang dianut oleh UUD 1945. Dengan menganut sistem 
demokrasi perwakilan, prosedur-prosedur sistem demokrasi langsung seperti 
inisiatif rakyat, referendum, dan recall tak dikenal oleh UUD 1945  yang asli (Wolhoff, 
1955: 67).1 Sebagai mandataris daulat rakyat, MPR diharapkan dapat mencerminkan 
ekspresi seluruh kekuatan rakyat. Hal ini tercemin dari kemampuan untuk 
menampung perwakilan hak liberal-individual (perwakilan rakyat), perwakilan hak 
komunitarian (perwakilan golongan), dan perwakilan hak teritorial (perwakilan 
daerah).  
 
Perwakilan rakyat (DPR) berangkat dari prinsip keadilan liberal berbasis “kesetaraan 
kebebasan individu” (the principle of equal liberty); bahwa setiap orang setara dan oleh 
karena itu setiap orang identik dengan satu pilihan dan satu nilai (one man, one vote, 
one value).  

 
1 Dalam konsitusi di beberapa negara (negara bagian) seperti  Swiss dan Amerika Serikat, di samping sistem 
demokrasi perwakilan, mengenal juga berbagai prosedur demokrasi langsung sebagai berikut: (1) Inisiatif rakyat, 
yaitu hak rakyat untuk mengusulkan undang-undang kepada organ-organ yang mengendalikan kekuasaan 
perundangan. (2) Referendum, yang bisa dalam 3 bentuk: a. referendum imperatif, yaitu ketentuan bahwa 
undang-undang tertentu sebelum berlaku harus disetujui terlebih dahulu oleh rakyat melalui suatu plebisit (pro 
atau kontra); b. referendum fakultatif, yaitu ketentuan bahwa undang-undang tertentu sebelum berlaku boleh 
disetujui terlebih dahulu oleh rakyat melalui suatu plebisit, misalnya bila sejumlah tertentu daripada pemilih 
menuntutnya; c. referendum optatif (option), yaitu ketentuan bahwa undang-undang (peratuan sentral) tertentu 
baru berlaku dalam negara-negara bagian (daerah-daerah otonom) setelah disetujui terlebih dahulu oleh 
rakyatnya melalui suatu plebisit. (3) Recall, yaitu hak pemilih untuk memanggil kembali wakil-wakilnya dalam 
DPR setiap waktu (Wolhoff, 1955: 99). 
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Perwakilan golongan (utusan golongan) berangkat dari prinsip keadilan 
multikulturalisme yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan golongan dalam 
masyarakat. Perbedaan golongan ini bisa dijelaskan dengan fakta bahwa setiap warga 
negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu 
abstrak yang tercerabut dari akar-akar sosialnya. Dalam kaitannya dengan akar sosial 
tersebut, pemenuhan hak individu bisa terkait dengan keadaan golongannya. 
 
Dengan mempertimbangkan hal itu, setiap orang pada dasarnya harus diperlakukan 
setara, kecuali bila dengan perlakuan setara itu justru melahirkan ketidakadilan yang 
lebih lebar bagi golongan-golongan tertentu.  Untuk mengatasi kemungkinan 
kesetaraan liberal yang bisa melebarkan ketidakadilan antargolongan, perlu ada 
perlakuan khusus bagi golongan-golongan yang termarjinalisasikan (the principle of 
difference). 
 

Memang tidak semua perbedaan golongan harus diakomodasi karena bisa 
melumpuhkan prinsip kesetaraan liberal. Tetapi ada perbedaan yang relevan (relevant 
difference), yang memerlukan pengakuan dan representasi, yang diakui keabsahannya 
bahkan oleh paham liberalisme itu sendiri. Yakni perbedaan yang ditimbulkan atau 
dikonstruksikan oleh diskriminasi dan marjinalisasi. Proteksi dan representasi 
khusus kelompok yang dimarjinalkan dan didiskriminasikan ini dibenarkan, karena 
tanpa pengakuan terhadap hak untuk berbeda, diskriminasi bisa berlanjut yang 
berakibat pada pengabaian secara permanen hak-hak asasi dari anggota komunitas 
tersebut.  

Perwakilan golongan dalam MPR bisa terdiri dari utusan golongan-golongan 
marjinal-terdiskriminasikan yang kepentingan golongannya tak otomatis terwakili 
dalam DPR, serta utusan golongan-golongan strategis dalam masyarakat--terutama 
golongan yang (karena undang-undang) hak pilih dan/atau hak dipilihnya 
ditiadakan.2  

Perwakilan daerah (utusan daerah) berangkat dari prinsip bahwa kewajiban 
perlindungan negara bukan hanya diberikan pada orang, melainkan juga pada ruang 
(“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”). Oleh 
karena itu, setiap daerah (baik padat ataupun jarang penduduknya) harus memiliki 
kesetaraan hak perwakilan (territorial rights).3 
 
Dalam kerangka pengambilan keputusan, demokrasi permusyawatan lebih 
mengedepankan konsensus ketimbang suara terbanyak. Tentang bagaimana cara 
bekerjanya demokrasi permusyawaratan, Hatta menganjurkan perlunya berjejak 
pada tradisi permusyawaratan desa. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa tidak 
semuanya yang tampak bagus pada demokrasi desa bisa dipakai begitu saja pada 
tingkat negara. ”Mufakat yang dipraktekkan di desa-desa ialah mengambil 
keputusan dengan kata sepakat, dengan persetujuan semuanya, setelah masalahnya 

 
2 Tentang prosedur pembentukan utusan golongan, Soekiman dan Mohammad Yamin mengusulkan pemilihan 
secara langsung. Hatta berpandangan, kalau perwakilan organik tak bisa dipilih langsung. Soepomo mengusulkan 
lewat pemilihan secara tidak langsung, seperti lewat konvensi (permusyawaratan) golongan masing-masing. 
Tidak ada seorang pun yang menyerahkan soal pengangkatan utusan golongan itu kepada Presiden. 
3 Dalam institusionalisasinya di lembaga perwakilan, utusan(perwakilan) daerah ini bisa saja disatukan dengan 
utusan (perwakilan) golongan dalam suatu kamar bersama, yang bisa menjadi penyeimbang terhadap DPR.   
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diperbincangkan dengan panjang lebar.” Adapun pada tingkat negara, 
menurutnya ”terdapat berbagai partai dan pertentangan politik”, sehingga keputusan 
dengan mufakat secara bulat memang sulit dicapai dalam Dewan Perwakilan Rakyat. 
Oleh karena itu, sebagai pilihan terakhir, harus dimungkinkan pengambilan 
keputusan dengan suara terbanyak.  Berkaitan dengan itu, Hatta menegaskan 
bahwa ”mufakat yang dipaksakan sebagaimana lazim terjadi di negeri-negeri totaliter 
tidaklah sesuai dengan paham demokrasi Indonesia, sebab mufakat baru jadi sebagai 
hasil daripada permusyawaratan. Dengan tidak ada musyawarat, di mana tiap-tiap 
orang berhak untuk menyatakan pendapatnya, tidak ada mufakat” (Hatta, 1956; 1988: 
14).  

Dengan demikian, dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik 
dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus 
didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan 
subjektivitas partikular. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan 
demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, 
bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang 
bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, bersifat imparsial, dengan melibatkan 
dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara 
inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte diktator mayoritas suara dan tinari 
minoritas pemodal. 

Alhasil, dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebatas 
prasyarat minimum dari demokrasi, yang masih harus berusaha dioptimalkan 
melalui partisipasi dan persetujuan yang luas dari segala kekuatan secara inklusif. 
Partisipasi dan persetujuan luas ini dicapai melalui persuasi, kompromi, dan 
konsensus secara bermutu dengan mensyaratkan mentalitas kolektif dengan 
bimbingan hikmat-kebijaksanaan, sehingga membuat kekuatan manapun akan 
merasa ikut memiliki, loyal, dan bertanggung jawab atas segala keputusan politik.  
Atas dasar itu, pemungutan suara (voting) harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir, 
dan itu pun masih harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling 
menghormati.  

Last but not least, dalam demokrasi permusyawaratan, kebebasan kehilangan makna 
substantifnya sejauh tidak disertai kesederajatan dan persaudaraan (kekeluargaan). 
Kesederajatan dan semangat kekeluargaan dari perbedaan aneka gugus kebangsaan 
diperkuat melalui pemuliaan nilai-nilai keadilan. Menurut penjelasan Mohammad 
Hatta, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan berhubung erat pula dengan sila Keadilan Sosial, 
yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat” (Hatta, 1957: 35). Lebih 
lanjut, dalam Demokrasi Kita (1960), Hatta mengatakan, “Demokrasi politik saja tidak 
dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik 
harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, 
persamaan dan persaudaraan belum ada”. 

 

Reformasi Partai Politik 

Mirriam Budiardjo menyebutkan bahwa Partai Politik adalah sarana bagi warga 
negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. 
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Karenanya, keberadaan Partai Politik penting untuk menjadi ruang partisipasi 
masyarakat dalam sebuah negara demokratis. Mengacu kepada konsepi masyarakat 
dalam sebuah negara demokrasi, fungsi-fungsi Partai Politik antara lain adalah 
sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak merumuskan kepentingan 
(interest articulation) dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (interet 
aggregation) masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, 
sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses dimana seseorang memperoleh 
pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat di mana dia berada; sebagai 
sarana rekrutmen politik (instrument of political recruitment), yakni proses melalui 
mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk 
berpartisipasi dalam proses politik; sebagai sarana pengatur konflik, yaitu 
menjembatani perbedaan dan persaingan pendapat pada masyarakat plural dengan 
ragam kepentingan. 
 

Efektif atau tidaknya peran dan fungsi partai politik adalah wajah dari demokrasi 
kita, demokrasi permusyawaratan. Demokrasi permusyawaratan lebih mudah 
dijalankan bila pihak-pihak yang berseberangan lebih terbatas. Oleh karenanya, selain 
efektifnya fungsi-fungsi partai politik, demokrasi permusyawatan juga menghendaki 
penyederhanaan jumlah partai politik, atau pembatasan blok-blok politik melalui 
koalisi kepartaian yang lebih permanen.  

Selain itu, untuk memompakan semangat progresif dalam komunitas politik 
diperlukan adanya partai yang memiliki disiplin ideologis, ketajaman visi sertra 
pertanggungjawaban publik yang kuat. Dalam kaitan dengan urgensi disiplin 
ideologis, Bung Karno menyatakan bahwa, “Sebuah partai harus dipimpin oleh ide, 
menghikmati ide, memikul ide, dan membumikan ide.” Tidak sepatutnya partai itu 
dipimpin oleh uang, menghikmati uang, memikul uang, dan membumikan uang. 
Partai sejati seharusnya berdiri berlandaskan seperangkat kepercayaan, ide, sikap dan 
keyakinan yang menyediakan skema konseptual sebagai panduan aksi dan praktis 
politik bersama. Ideologi merupakan simpul identitas kolektif yang 
mentransformasikan kepentingan-kepentingan perseorangan ke dalam kepentingan 
dan perjuangan bersama. Tanpa panduan ideologi, partai hanyalah kerumunan 
kepentingan yang mudah berubah menjadi perkakas dari perorangan yang terkuat 
(the fittest) dan tergemuk (the fattest).  

Kekuatan partai harus beraliansi dengan kekuatan-kekuatan strategis dalam 
masyarakat, seperti kaum buruh, tani, pedagang kecil, penggiat kooperasi dan sektor 
informal, kaum perempuan, kaum cendekiawan dan mahasiswa, agamawan dan 
wartawan progresif, kaukus Ornop progresif, kekuatan bela negara dan lain 
sejenisnya, dalam kerangka perwujudan visi dan misi negara. 

Pada akhirnya, pembangunan partai politik sangat erat kaitannya dengan sistem 
pemilu yang dianut. Pemilihan umum dan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 
berbiaya mahal yang terlalu menekankan alokasi sumberdaya (biaya politik), 
ketimbang aspek otoritatif (kapasitas manusia) tidak kondusif bagi usaha 
pengembangan partai ideologis serta perbaikan mutu legistatif dan eksekutif. Untuk 
itu, diperlukan sistem pemilu yang tepat dalam kerangka pembangunan demokrasi 
permusyawaratan dengan hikmat kebijaksanaan. 
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Selain beberapa persoalan diatas, kontroversi seputar pendanaan partai politik juga 
menjadi poin penting dalam upaya mereformasi partai politik di Indonesia. Apakah 
perlu negara mendanai seluruh kebutuhan partai politik sehingga meminimalisir 
kekuatan modal dalam mempengaruhi kepentingan-kepentingan partisan atau 
apakah Partai Politik sebaliknya, dapat diberikan keleluasaan dalam membangun 
partainya melalui sumbangan dari pihak luar adalah hal yang juga perlu menjadi 
bahasan dari fokus diskusi kelompok kali ini.  

 

Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan 

Gagasan Trisakti Soekarno menekankan transformasi politik agar bangsa Indonesia 
bisa berdaulat. Untuk tujuan mewujudkan negara berlandaskan Pancasila, 
transformasi institusional politik untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat ini 
utamanya berlandaskan pada sila ke-empat. Bahwa tatanan politik kenegaraan 
hendaknya dibangun melalui mekanisme demokrasi kerakyatan, cita 
permusyawaratan dan cita hikmat kebijaksanaan dalam satu rancang bangun 
institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan dan keadilan sosial.  

Pada tatanan politik kenegaraan yang berbasis demokrasi kerakyatan, arah 
pembangunan tata kelola negara harus mampu merespons empat sasaran utama 
pembangunan institusi sosial-politik. Pertama, pemberdayaan rakyat melalui 
pengembangan partisipasi segenap elemen bangsa dalam berbagai bidang 
pembangunan. Usaha ini dimulai dari pengembangan partisipasi rakyat dalam politik 
melalui perbaikan lembaga perwakilan dengan memperhatikan aspek keterwakilan 
(bukan hanya keterpilihan) keragaman kekuatan rakyat serta peningkatan kapasitas 
wakil rakyat. Perbaikan lembaga perwakilan ini juga harus diawali dengan konsep 
sistem perwakilan politik, bikameral atau trikameral, yang jelas dalam bangunan 
sistem ketatanegaraan. Kedua, pertanggungjawaban sistemik melalui pengembangan 
pemerintahan yang efektif, tepat-guna,  efisien, responsif dan berintegritas. 
Pertanggungjawaban sistemik ini dapat diwujudkan dengan berfungsinya prinsip 
check and balances dalam pemerintahan. Ketiga, penyempurnaan rejim kesejahteraan 
umum melalui penyediaan kerangka regulasi, kebijakan dasar dan perencanaan 
pembangunan yang terencana, sistematis dan terpadu, sebagai pedoman direktif. 
Keempat, revitalisasi dan penegakan “nomokrasi” (rule of law) yang memberi jaminan 
kepastian hukum dalam kerangka pembangunan. Pada sasaran terakhir 
pembangunan institusi sosial politik ini, menyoroti kelembagaan Yudikatif dalam 
prosedur penegakan hukum yang bertangungjawab juga perlu disorot.  

Dari seri FGD yang sudah diselenggarakan sebalumnya, dimana elemen-elemen 
penting dalam sistem politik antara lain Sistem Pemilu; Lembaga Perwakilan Inklusif; 
Gagasan Pilkada Asimetris; serta Reformasi Partai Politik dibahas, beberapa 
permasalahan ditemukan. Diantara permasalahan tersebut adalah gagalnya 
kelembagaan politik untuk perbaikan kualitas pemilu dan demokrasi, meluasnya 
oligarki dan kartel politik, hingga persoalan Pilkada yang menimbulkan 
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permasalahan-permasalahan baru di daerah. Dari temuan-temuan FGD tersebut,  
digarisbawahi bawa penting partisipasi masyarakat yang termanifestasi melalui 
kelembagaan negara harus dimulai dari keterlibatan rakyat dalam partai politik, 
pemilihan pemimpin, serta dukungannya terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum. 
Elemen-elemen penting sistem politik tersebut saling berkaitan membentuk kerangka 
sistem ketatanegaraan.  

Selain pemetaan masalah-masalah sebagaimana temuan FGD sebelumya, kritik 
publik terhadap demokrasi Indonesia yang cenderung prosedural serta 
mengindahkan prinsip demokrasi substansial yang seharusnya di usung juga perlu 
mendapat perhatian. Berangkat dari latar belakang diatas, berikut beberapa 
pertanyaan yang muncul, dan perlu didiskusikan bersama: 

1. Apakah bangunan sistem ketatanegaraan kita, Trikameral atau Bikameral saat 
ini merupakan pilihan sistem politik-demokrasi yang tepat bagi Indonesia? 
Apakah ada pilihan alternatif lain? Bagaimana dampak sistem ketatanegaraan 
tersebut bagi demokrasi Indonesia ke depan? 

2. Dalam praktiknya, bagaimana seharusnya check and balances antar lembaga 
negara dalam mewujudkan pengelolaan ketatanegaraan yang optimal?  

3. Serta bagaimana check and balances yang seharusnya berjalan antara lembaga 
pemerintahan dengan “quasi government” dan legislatif? 

4. Bagaimana idealnya pengisian pejabat-pejabat negara dalam sistem 
ketatanegaraan kita? Apakah hasil proses “election” dan “selection” dalam 
kelembagaan politik dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan 
meminimkan penyimpangan di dalam pengelolaan ketatanegaraan?  

5. Apakah metode “selection” dalam pemilihan pimpinan lembaga Yudikatif di 
Indonesia dapat menghasilkan prosedur penegakan hukum yang bisa 
dipertanggungjawabkan? 

6. Bagaimana partisipasi rakyat dalam sebuah sistem demokrasi yang berbasis 
kepada ideologi Pancasila dapat dimaksimalkan melalui sistem 
ketatanegaraan yang dianut saat ini? 

 

Terima Kasih. 
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